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Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu komponen dari berbagai
komponen yang tercantum dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Eksistensi
perjanjian perkawinan pada tatanan pengetahuan masyarakat sangat minim karena
pengaruh berbagai faktor. Adanya perluasan makna tentang peraturan yang
mengatur Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak pandangan dari kalangan
pemegang otoritas dan kewenangan. Praktik terhadap perjanjian perkawinan
menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perubahan
peraturan terkait perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan dengan menjadikan lembaga pemegang kewenangan sebagai responden
untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik Pencatatan
Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015 di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota
Yogyakarta. Kedua, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015 menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik
pencatatan perjanjian perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan terjun pada objek
penelitian untuk mendapatkan data secara langsung (field research). Untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan
sosiologi untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pencatatan perjanjian
perkawinan yang berlaku pada masyarakat.

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan
masalah terdapat dua bagian. Pertama, praktik pencatatan perjanjian perkawinan
di Kota Yogyakarta tidak menunjukan angka signifikan pada pencatatnya. Hal ini
disebabkan oleh adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai perjanjian
perkawinan, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperuntukan
bagi pasangan perkawinan campuran, serta adanya keyakinan bahwa perjanjian
perkawinan adalah pemisah harta perkawinan. Kedua, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh
kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan
yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa
terdapat keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak
membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam
perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga adanya perjanjian
perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perubahan Masyarakat



Abstract

Marriage agreements are one component of the various components listed in
marriage regulations in Indonesia. The existence of a marriage agreement on the
order of public knowledge is very minimal because of the influence of various
factors. The expansion of the meaning of the rules governing the Marriage
Agreement gives rise to many views from the authorities and authorities. The
practice of marriage agreements is a benchmark to find out how the effects of
changes in regulations related to marriage agreements.This research is a field
research by making authority institutions as respondents to answer two problem
statements. First, how is the practice of Recording Marriage Agreements after the
issuance of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XII11 / 2015 at the
Office of Religious Affairs and Notary Officers Office in Yogyakarta City.
Secondly, does the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015
cause a change in attitude towards the community regarding the practice of
recording marriage agreements.

This research is an empirical research by jumping on the object of research to
get data directly (field research). To get a deep understanding, the method used in
this research is analytic descriptive. This study uses a sociological approach to see
firsthand how the practice of recording marriage agreements that apply to the
community.

The findings obtained in this study based on the formulation of the problem
there are two parts. First, the practice of recording marriage agreements in the city
of Yogyakarta does not show significant figures on the registrar. This is due to the
understanding of divorce taklik which is considered as a marriage agreement, the
belief that the marriage agreement is only intended for mixed marriage couples,
and the belief that the marriage agreement is a separator of marriage
assets.Second, the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015
cannot bring much influence to the community. Communities that have been
classified through the type of marriage that has been done and the type of birth
generation shows that there is a living belief in the community about marriage that
does not need any more agreements in it to be a guideline that in marriage is
enough with one agreement, namely the contract. So that a marriage agreement
can be applied only when it is needed.

Keywords: Marriage Agreement, Community Change
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MOTTO
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Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian
sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu
keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.

[QS. An Nahl (16):72].
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September
1987.

. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa
Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak
dilambangkan
< Ba B Be
= Ta T Te
< sa S Es (dengan titik di
atas)
d Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha
. Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di
Bawah)
0 Ra R Er
5 Za Z Zet
o Sin S Es
e Syin Sy Es dan Ye




o= sad S Es (dengan titik di
bawah)
o= dad d De (dengan titik di
bawah)
L ta t Te (dengan titik di
bawah)
b za z Zet (dengan titik di
bawah)
d ‘Ain y Koma terbalik di
atas
d Gain G Ge
o Fa P Ef
K] Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
? Mim M Em
o Nun N En
s Wau W We
> Ha H Ha
> Hamzah ‘ Apostrof
¢ Ya Y Ye

. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

wsie  ditulis  muta’aqqidin
s ditulis ‘iddah

. Ta’Marbutah

Bila dimatikan ditulis h

i ditulia hibah




Lox ditulis  jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.
WY1 4. S ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah

ditulis t.
sokillalsy  ditulis zakatu fitri
D. Vokal Pendek
Tanda Nama Huruf Latin Nama
———e Fathah A A
Kasrah I I
-t Dammah U U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
Llals ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
= ditulis yas’'a
Kasrah + ya’mati ditulis 7
m S ditulis karim

Xi




Dammah + wawu mati ditulis i
oash ditulis furad

. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai
aSiy ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
Jsb ditulis gaula

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisihkan dengan

Apostrof

sl ditulis a’antum

e ditulis u’iddat

S o ditulis la’in syakartum

. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah
ol A ditulis al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya

eland) ditulis as-Sama’
Ceadil ditulis asy-Sams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Xii



oasiligy  ditulis zawil al-furad

adl dal o ditulis ahl as-sunnah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Penerbitan Surat Edaran Kementrian Agama Nomor
B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca
Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu upaya
pemerintah dalam memperbaiki peraturan terkait perjanjian perkawinan di
Indonesia. Permohonan uji materi terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang berisi tentang definisi perjanjian perkawinan menimbulkan
dampak cukup signifikan dalam ranah hukum.

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan
putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang pembuatan perjanjian
kawin yang dapat dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada Pasal 45
Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa perjanjian
perkawinan dapat dilakukan baik sebelum atau setelah terjadinya perkawinan
dengan syarat perjanjian perkawinan yang dibuat harus dicatatkan dan dibuatkan
akta oleh notaris atau Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementrian Agama menerbitkan Surat
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan melalui lima pertimbangan, yaitu:



1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada
waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh
notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom
catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status
perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);

3. Persayaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana
dimaksud pada lampiran [;

4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan
atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan
perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh
KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;

5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA
Kecamatan di wilayah Saudara.!

Adanya surat edaran tersebut disertai dengan lampiran tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang berisi tentang
penjelasan detail bagaimana prosedur bagi masyarakat yang akan mencatatkan
perjanjian perkawinan. Prosedur yang dijelaskan dalam lampiran Surat Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang
Pencatatan Perjanjian Perkawinan meliputi perjanjian perkawinan yang akan

dicatatkan baik sebelum menikah, setelah menikah (dalam pernikahan), perubahan

! Surat Edaran Kementrian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan
Perjanjian Perkawinan



(penambahan atau pencabutan), serta pejanjian perkawinan yang perkawinannya
tidak dicatatkan di Indonesia.

Detilnya prosedur yang ditetapkan kepada masyarakat bertujuan untuk
memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin
berkembang pesat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya sehingga
masyarakatnya cukup beragam. Keberagaman masyarakat tersebut yang membuat
Indonesia harus senantiasa menggerakkan segala aspek kehidupan demi
mewujudkan cita-cita negara. Namun demikian, keberagaman masyarakat
Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan perilaku yang
beragam pula, baik perilaku yang positif dan negatif.

Tidak jarang ditemui masyarakat yang mematuhi peraturan dan melanggar
peraturan baik secara administratif maupun secara fisik. Demikian pula pada
prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat yang
mengenyam pendidikan dapat dianggap mengetahui hukum yang berlaku di
Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan mereka
tidak dapat mengetahui prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia.

Sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian
Agama, Muhammadiyah Amin menyatakan bahwa jumlah pasangan yang
membuat dan mencatatkan perjanjian perkawinan sangat kecil. Muhammadiyah

Amin menyatakan bahwa dugaan sementara dari minimnya jumlah pasangan yang



membuat perjanjian perkawinan dan mencatatkannya disebabkan oleh proses
administrasi yang harus melibatkan notaris dan KUA. 2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor
B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  merupakan  respon  Pemerintah  terhadap
permohonan yang diajukan oleh lke Farida dengan menerbitkan ketentuan-
ketentuan terkait prosedur pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan khususnya dalam
praktiknya di masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang praktik
pencatatan Perjanjian Perkawinan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang disertai Surat Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian
Perkawinan yang saat ini diberlakukan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor
Pejabat Notaris. Adanya perluasan wewenang bagi Pejabat Notaris menarik
perhatian peneliti tentang bagaimana praktik di lapangan dan pengaruhnya pada
masyarakat secara umum. Tidak hanya pada praktik dan pengaruhnya secara
umum, peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mendatangkan pengaruh baik terhadap
Pejabat Notaris maupun pada Pegawai Pencatat Nikah serta kepada masyarakat

umum.

2 Agus Sahbani, “Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin,”

https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5b1{f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-
perjanjian-kawin/, akses pada 19 Agustus 2019.



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin/

Adapun objek dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang
dipilih secara random, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Pejabat Notaris di Kota
Yogyakarta sebagai pemegang kewenangan dan otoritas dalam pencatatan
perjanjian perkawinan. Serta beberapa masyarakat umum yang akan melakukan
perkawinan dan yang telah lama melakukan perkawinan dan masih berlangsung.
Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta sering
dikenal sebagai Kota Pelajar sehingga dianggap sebagai kota yang sadar hukum.
Untuk itu penyusun ingin mengkaji secara langsung terkait respon masyarakat
terkait pencatatan Perjanjian Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik
beberapa benang merah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan
Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta?

2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik pencatatan
perjanjian perkawinan? Dan mengapa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Untuk mengetahui bagaimana praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan
Pasca Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII1/2015 di kantor notaris se-
D.I Yogyakarta.

Untuk mengetahui bagaimana perubahan sikap pada masyarakat terkait
pencatatan perjanjian perkawinan yang timbul setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015.

Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat dituai dan kontribusi bagi
masyarakat adalah sebagai berikut:

Dengan mengetahui praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat menambah wawasan masyarakat bahwa
fasilitas bagi masyarakat dalam bidang perjanjian tidak hanya sebatas
perjanjian bisnis melainkan juga pada bidang perkawinan. Adanya penelitian
ini dapat menambah pengetahuan masyarakat umum bahwa pencatatan
perjanjian perkawinan tidak terbatas di KUA saja, tetapi juga dapat
dilaksanakan di Kantor Pejabat notaris.Hal ini merupakan salah satu bentuk
manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca melalui penelitian ini.

Kegunaan yang dapat diambil dari rumusan masalah selanjutnya adalah,
pembaca dapat mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh
penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Implikasi yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut dalam perkembangan praktik perjanjian perkawinan pada



masyarakat serta dampak yang ditimbulkan baik kepada Pejabat Pencatat
Nikah di Kantor Urusan Agama atau pun pejabat Notaris.
D. Telaah Pustaka

Tema pada penelitian ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu
dengan signifikansi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berasal dari
sudut pandang berpikir, fokus permasalahan, dan metode penelitian yang
diterapkan. Adanya perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa
setiap karya ilmiah memiliki ciri khas masing-masing sebagai bentuk dinamika
perkembangan dalam ilmu pengetahuan.

Terdapat ragam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XII/2015 baik dari aspek pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan dan
aspek notaris sebagai pejabat yang membuat perjanjian. Adapun penelitian terkait
implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah
dilakukan oleh Haruri, Nyoman Mas, Ahmad Fiter dan para peneliti lainnya.

Haruri Sinar Dewi dalam karyanya berjudul Efektivitas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta
Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga, mengkaji pada bagaimana implementasi
studi kasus dari putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan
perjanjian kawin oleh Notaris. Pada penelitian tersebut, Haruri mengkaji

bagaimana implementasi dari PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak



ketiga disertai dengan faktor pendukung dan penghambat yang didapati oleh
Notaris. 3

Berbeda dengan Haruri, Nyoman Mas Aryani pada jurnalnya yang
berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada
Pembuatan Perjanjian Perkawinan menekankan pada bagaimana implikasi yang
ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Jurnal ini
mendapatkan temuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XII/2015 secara jelas tidak mengatur tentang bagaimana status harta dalam
perjanjian. Melainkan secara implisit mengatur akibat hukum terhadap pihak
ketiga dalam perjanjian. *

Karya tulis lainnya oleh Ahmad Fiter Mubarak yaitu Implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan Campuran di KUA Lelea Kabupaten
Indramayu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan
Surat Edaran Dukcapil No. 472.2/5876/DUKCAPIL) mengkaji pada bagaimana
implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 setelah

adanya surat edaran dari DUKCAPIL Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL serta

SHaruri Sinar Dewi, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 Terhadap Pembuatan
Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga,” Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya (2018), hlm. 280.

“Nyoman Mas Aryani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015
Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan,” Jurnal Vyavaharaduta, Vol. XIII, No. 2 (September
2018), hlm. 63-72.



apakah Kantor Urusan Agama harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut.

Penekanan lainnya pada aspek pemisahan harta dalam perjanjian
perkawinan terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Sanjaya, Dewi
Mulyati, dan Muhammad Lutfi. Menurut Ida Sanjaya dalam penelitiannya yang
berjudul Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil
Apabila Terjadi Perceraian, fokus penelitian tersebut adalah pada substansi dari
dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri serta akibat hukum terhadap
perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan. Melalui karya tulis tersebut Ida
menemukan bahwa tujuan utama dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah
untuk menghindari sistem peraturan yang diatur oleh KUHPerdata yang
menurutnya telah menganut sistem percampuran harta kekayaan.6

Berbeda dengan Ida Sanjaya, Dewi Mulyati melalui karyanya berjudul
Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara
Indonesia Dengan Warga Negara Asing memfokuskan pada permasalahan yang
terdapat pada analisis terhadap perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian
pemisahan harta dalam perkawinan WNI dan WNA. Penelitian ini menunjukkan
bahwa adanya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi

para pihak yang membuatnya. Akta yang diberikan oleh notaris dapat menjadi

SAhmad Fiter Mubarok, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan
Campuran Di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan MK NO. 69/PUU-XI11/2015 dan
Surat Edaran DUKCAPIL No. 472.2/5876/DUKCAPIL),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, (Mei 2018), hlm, 5.

®lda Sanjaya, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil
Apabila Terjadi Perceraian,” Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya (April 2018),
hlm. 15.



bukti tertulis di Pengadilan jika terjadi masalah di kemudian hari.serta
berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan kewenangan Notaris dalam Pasal 15
Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk
membuat akta autentik terkait segala perjanjian.’

Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad dalam karyanya dengan judul Hak dan
Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan
Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung mengkaji pada apakah
latar belakang yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga
memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung
serta akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban
mereka.®

Meskipun terdapat berbagai penelitian terkait perjanjian perkawinan
setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik
berkaitan dengan aspek pemisahan harta perkawinan dan implikasi putusan
tersebut, masih sedikit penelitian yang membahas terkait praktik dari perjanjian
perkawinan secara langsung dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 pada sikap KUA dan masyarakat. Untuk itu penyusun tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik pencatatan perjanjian perkawinan

pada masyarakat sebagai pelaku serta dari pejabat yaitu Kepala Kantor Urusan

"Dewi Mulyati, “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara
Indonesia Dengan Warga Negara Asing,” Jurnal IUS Vol. V No. 2 Magister Kenotariatan
Universitas Mataram (Agustus 2017), hlm. 264-282.

SMuhammad Lutfi Juniarto Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan
Berlangsung,” Jurnal Lentera Hukum Vol. 5 Issue 1 Universitas Brawijaya (2018), hlm.
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Agama dan Pejabat Notaris yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan
dalam arsip negara.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada
kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat
ataupun Badan Usaha Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakn suatu
perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut
bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.’

Dalam tatanan hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk
melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan bevoegdheid
yang berkaitan dengan suatu jabatan atau ambt. Jabatan memperoleh wewenang
melalui  tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber
kewenangan ini akan melahirtkan kewenangan (bevoegdheid, legal power,
competence).'’Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-
undangan. Perundang-undanganlah yang mencipatakan suatu wewenang
pemerintahan baru. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh

suatu peraturan perundang-undangan.'!

°Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004),
hlm. 77.

Ophilipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the
Indonesian Administrative Law, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 139-140.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), him. 78.
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Kewenangan dalam hal ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada
Kantor Urusan Agama sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementrian Agama,
maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, jo. Instruksi
Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementrian
Agama. Dalam keputusan tersebut, pada Pasal 717 disebutkan bahwa Kantor
Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian
tugas Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/Kota, yaitu melakukan sebagian
tugas pembangunan di bidang Agama dalam wilayah Kecamatan di bidang
Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 718
disebutkan fungsi KUA adalah:

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;

b. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan,
dan rumah tangga Kantor Urusan Agama;

c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang
beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal, dan ibadah
sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas
sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat
kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat

Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.'?

2Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Pedoman Pegawai Pencatat
Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan”, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), hlm. 6
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Selanjutnya setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, terbit
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang
Pencatatan Perkawinan sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat.'3

Pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan,
dijelaskan bahwa, Pasal 19 ayat (2) ”perjanjian perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.”!*

Pasal 20: (1) pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan
Buku Pencatatan Perkawinan, (2) persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian
perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.'

Dalam hal perjanjian perkawinan kewenangan selanjutnya diberikan
kepada Pejabat Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris
adalah membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai Kewenangan umum

Notaris dengan batasan sepanjang:

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

BPertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

“Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

15Pasal 20, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
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Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa
akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut

dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari

akta Notaris, maka ada dua kesimpulan yaitu:

a.

Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para
pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang
berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti
lainnya, jika ada orang/pithak yang menilai atau menyatakan tidak benar
tersebut wajib membuktikan atau pernyatannya sesuai aturan hukum yang
berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat
publik dari jabatan Notaris.'®

Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran

dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris

juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-

undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat

umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), him.81.

14



yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah
sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang
bersengketa. !

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris
adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap
kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
Bahwa notaris tidak memihak tetap mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak
dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam
menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan
undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan
sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat
dihadapannya.Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang
tertentu dan badan hukum yang memerlukannya. '3
2. Teori Birokrasi

Birokrasi Indonesia dibagi menjadi beberapa fungsi penting sesuai dengan
kategori pelaksanaan tugas yaitu birokrasi pemerintah umum, birokrasi
pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Birokrasi pemerintah umum adalah
institusi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum,
termasuk tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari tiingkat pusat
sampai ke daerah. Sedangkan birokrasi pembangunan adalah institusi

pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu bidang khusus dalam rangka

Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm.37.
181bid, hlm. 37.
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mencapai tujuan pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian,
industri, dll. Selanjutnya birokrasi pelayanan adalah unit-unit institusi yang
berhubungan secara langsung dengan masyarakat, memberikan jasa atau
pelayanan.!

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.?°

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan dapat memperkuat
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi
sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak
dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada
pemerintahan dan administrasi publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik
dimaksudkan agar pelayanan publik menjadi prima dan dapat memuaskan
khalayak pengguna pelayanan yang bersangkutan.?!
3. Teori Kesadaran

Teori perubahan sosial (social change theory) sebagaimana telah

dikemukakan oleh Soleman B. Toneko, bahwa bekerjanya hukum dalam

YSuwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik,” Jurnal
UNISIA Vol. XXXI No. 69 (September 2008), him. 254-262.

20Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

21Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu
Administrasi Negara, (Yogayakarta: Calpulis, 2017), hlm. 115.
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masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif
maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan
sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak laindari penyimpangan
kolektif dari pola yang telah mapan.??

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan
senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang
berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar
masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap
faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan
menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan
adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang
maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi
yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap
bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan.?

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan proses perubahan sosial
tersebut biasanya berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu.
Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan, dan biasanya
pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian
masyarakat. Dalam proses perubahan sosial, kadang-kadang dipertentangkan

antara perubahan di bidang material. Sebenarnya antara kedua aspek itu tidak ada

22Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), him. 69.

ZSoerjono Soekantooo, et al., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta: Bina Aksara,
1993), hlm. 17.
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pertentangan, yang ada adalah kemungkinan salah satu aspek tertinggal dengan
aspek yang lain. Hal ini disebabkan karena aspek material lebih mudak
mengalami perubahan, sedangkan aspek spiritual sulit untuk diubah karena
menyangkut dengan mentalitas manusia sehingga tampak selalu tertinggal dengan
perubahan di bidang material.?*

Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa
perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-
norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-
lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya.
Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan apa yang hendak
dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan-
perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga sosial di dalam
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-
nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan juga pola-pola perilaku di antara
kelompok-kelompok masyarakat.?®

Keadaan baru yang timbul sebagai akibat dari perubahan sosial memang
dapat mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurut Sinzheimen sebagaimana yang
dikutip oleh Soetjipto Rahardjo, mengungkapkan masih perlu dipertanyakan lebih
lanjut apakah hal-hal baru tersebut memang mampu menggerakkan lapisan
masyarakat untuk melakukan perubahan pada hukumnya. Ada faktor-faktor yang

esensial dalam masyarakat yang bekerja sedemikian rupa sehingga memberikan

2Ibid, hlm. 18.
ZSoerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: PT. Citra Aditya,
1991), him. 17.
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corak konservatif pada masyarakat itu. Faktor-faktor itu akan membiarkan
masyarakat untuk tetap bertahan pada keadaannya yang semula, sekalipun
penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat itu telah menjadi sedemikiaan rupa
hebatnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa apatisme, sikap keagamaan,
hambatan, dan sebagainya.?®

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah
bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah, keadaan baru yang
timbul, dan kesadaran akan perlunya perubahan sosial pada masyarakat yang
bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheiman sebagaimana dikutip oleh Soetjipto
Rahardjo bahwa syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala
timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal baru itu dapat
melahirkan emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena. Biasanya pihak yang
terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah menghadapi
keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak
mereka.?’

Soleman B. Toneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan
menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-
faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah,
namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya
terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di
mana tidak akan ada keserasian antara unsur-unsur yang ada dan ini dapat terjadi

karena nilai-nilai atau norma-norma baru yang mengatur hubungan di antara

%Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), him. 101.
YIbid, hlm. 147.
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mereka. Nilai-nilai atau norma-norma itu mungkin saja gabungan antara yang
baru dan yang lama, sebab disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara
bersamaan dan serentak. Kedua proses ini terjadi secara tumpang-tindih dalam
waktu dan meliputi generasi-generasi yang terlibat dalam perubahan tersebut.?®
Oleh karena nilai-nilai atau norma-norma yang baru dan yang lama ada
secara bersamaan, tidak mengherankan nilai-nilai dan pola tingkah laku yang lama
masih diterapkan pada lembaga-lembaga yang baru. Jika pola tingkah laku dan
nilai-nilai dari pola tingkah laku lama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika ada kecocokan di antara keduanya, nilai-nilai atau norma-norma yang lama
dan baru biasanya dapat dipertahankan, karena keduanya merupakan bagian dari
lembaga-lembaga lainnya yang masih memainkan peranan yang dominan dalam
kehidupan masyarakat. Jika keduanya ada kecocokan, maka pola tingkah laku
lama dan yang baru akan bersatu dalam lembaga yang baru dan ditata sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat yang baru.?’
Selanjutnya teori kesadaran ini didukung dengan teori generasi Baby
Boomers, X, Y, dan Z yang ditemukan oleh Don Tapscott. Teori ini dijelaskan
melalui temuan bahwa pasca perang dunia kedua terdapat lima generasi yang
dilahirkan yaitu Baby Boomers (lahir tahun 1946-1964), generasi X (lahir tahun
1965-1980), generasi Y (lahir tahun 1981-1994), dan generasi Z (lahir tahun

1995-2010).3°

28Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), him. 69.

Ibid, hlm. 27.

30 Teguh Dwi Putranto, Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam
Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas, Jurnal Komunikasi Profesional Vol.
2,No. 1, Juni 2018, hlm. 19
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Generasi Baby Boomers merupakan generasi yang lahir setelah adanya
Perang Dunia Kedua dari tahun 1946 hingga 1964. Julukan ini diberikan karena
pada masa ini terjadi pertambahan angka kelahiran yang tinggi sebagai imbas dari
Perang Dunia Kedua yang menewaskan banyak korban. Generasi ini dikenal
sebagai generasi pekerja keras dan idealis tetapi kurang adaptif. Golongan ini
cenderung hidup mandiri dan tidak bergantung pada keluarga. 3!

Pada generasi X yang lahir pada tahun 1965-1976 disebut sebagai generasi
yang mahir dalam memecahkan masalah dan sangat baik dalam hal pengaturan
atau good manager. Pada generasi ini internet sudah dikembangkan namun masih
tergolong pada “masa kegelapan” dimana akses internet masih pada kecepatan
yang sangat lambat.

Berbeda dengan generasi X, generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada
era internet booming dengan ciri-ciri karakteristik masing-masing individu
berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya,
pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya,
pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan
perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi,
sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang

terjadi di sekelilingnya, serta memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.*3

31 Ibid, him. 20.
32]bid, hlm. 20.

33 Yanuar Surya Putra, Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi, Jurnal STIE AMA
Salatiga, hlm. 8.
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Sedangkan pada generasi Z sering disebut sebagai generasi paling muda
yang baru memasuki angkatan kerja adalah generasi Z, disebut juga I Generation
atau generasi internet. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi
generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (multi
tasking) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing
menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang
dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini
sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak
langsung berpengaruh terhadap kepribadian.?*

F. Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode
penelitian yang sesuai dengan topik penelitian yaitu praktik perjanjian perkawinan.
Tujuan penggunaan metode dalam penelitian adalah sebagai acuan agar penelitian
dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan
salah satu penelitian yang cenderung pada penelitian empiris. Penelitian empiris
sendiri adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan
yang sebenarnya.’®> Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian empiris

sosiologis karena sebagaimana dipaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

34 Ibid, hIm. 9

35 Kartini Kartono, Pengantar Riset Social, (Bandung: Manjar Maju, 2002), him. 32.
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mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Sifat penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang
bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada
pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.’® Demikian pula dalam
penelitian ini, peneliti mendeskripsikan topik penelitian dengan permasalahan
terkait. Peneliti memaparkan pokok masalah yaitu bagaimana praktik Pencatatan
Perjanjian Perkawinan dalam masyarakat dan implikasi dari putusan yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Deskripsi
penelitian ini didukung oleh analisis serta penelitan lapangan yang dilakukan oleh
peneliti secara langsung.
3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional
dalam sistem kehidupan yang mempola.?’” Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
melihat secara langsung bagaimana praktik perjanjian perkawinan yang berlaku
pada masyarakat. Sehingga dapat membuktikan bagaimana praktik Pencatatan
Perjanjian Perkawinan dalam kehidupan masyarakat jika disandingkan dengan

peraturan terkait. Pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan yuridis

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 111, (Yogyakarta: UII Press, 1986),
hlm. 13.

37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Press, 1986), hlm. 51.
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sosiologis karena peneliti terjun langsung kepada objek penelitian dan lokasi
penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara

dan dokumentasi, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan
membuka percakapan dengan informan yang telah dipilih dan juga melalui
dokumentasi-dokumentasi bersama informan.
a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan
secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.’® Teknik wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu percakapan
yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-
pertanyaan baru yang muncul ketika proses wawancara berlangsung merupakan
bentuk pendalaman dari topik tersebut. Hal ini disesuaikan dengan teknik
pelaksanaanya yang tidak berencana, sehingga dalam wawancara ini peneliti
tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Sehingga alat yang
digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang
nantinya akan ditanyakan kepada informan.*

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 12 orang
yang usianya sesuai dengan teori generasi sebagaimana disebutkan sebelumnya,

serta kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai Pegawai

38 Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), him.
95.

39 Burhan, Metode Penelitian Hukum, hlm. 96.
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Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk
membuat perjanjian perkawinan. Adapun wawancara dilakukan oleh penyusun
dengan Bapak Nurohini selaku Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, Bapak
Lukman Hakim Kepala KUA Kecamatan Danurejan, Bapak Suparman Kepala
KUA Kecamatan Kotagede, Bapak Saeful Anwar Kepala KUA Kecamatan
Gondokusuman, Bapak Handri Kusuma Kepala KUA Kecamatan Gedongkuning,
Edwin Rusdi selaku Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta.
b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat,
agenda, dan sebagainya.*® Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan
oleh peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menemukan
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan
dengan tema penelitian ini. Data yang nantinya didapatkan oleh peneliti akan
menjadi data sekunder yang menjadi penunjang data primer pada penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang telah
didapatkan oleh penyusun dari beberapa narasumber terpilih sebagaimana
disebutkan sebelumnya dan dokumen penting seperti akta perjanjian perkawinan
dan akta perkawinan. Sedangkan yang termasuk data sekunder pada penelitian ini
adalah buku-buku sumber tertulis yang mengandung kajian tentang perjanjian
perkawinan serta peraturan perundang-udangan yang telah peneliti cantumkan

pada lampiran penelitan.

40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rlneta
Cipta, 2002), hlm. 231.
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S. Analisis data

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data
kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.*' Dalam analisis data ini
peneliti merumuskan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian, yaitu
dengan melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data
mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.
Pelaksanaan analisis ini sendiri harus menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu
teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
akan diamati. Dalam tahapan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data
dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing
kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan
perjanjian perkawinan baik teori maupun praktik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, penyusun
membagi tulisan menjadi lima bagian. Pembagian ini ditujukan untuk
mempermudah peneliti dalam memaparkan data dan teori. Sehingga dapat
menyajikan laporan penelitian dengan tepat dan sistematis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan dalam karya tulis tentang latar

belakang masalah yang menjadi daya tarik yang digunakan penyusun dalam

41 Lexy A. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XXI, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2005), hlm. 280.
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penelitian. Pada bab ini penyusun akan memaparkan dan mendeskripsikan
gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Paparan data pada
bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang pemaparan tinjauan umum
tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan umum ini meliputi penjelasan
tentang waktu dalam Perjanjian Perkawinan, otoritas dan kewenangan dalam
mencatatkan Perjanjian Perkawinan, dan ketentuan Perjanjian Perkawinan.
Kemudian dilengkapi dengan penjelasan tentang perubahan ketentuan Perjanjian
Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
yang mencakup latar belakang putusan dan isi putusan. Serta penjelasan terkait
mekanisme pelaporan pencatatan perjanjian perkawinan melalui Surat Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.I1I/KW.00/9/2017.

Bab ketiga berupa penjelasan tentang pemahaman dan fenomena pada
praktik perjanjian perkawinan baik di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat
Notaris di Kota Yogyakarta. Melalui sudut pandang Kantor Urusan Agama,
penyusun menjelaskan adanya pemahaman masyarakat bahwa perjanjian
perkawinan adalah terbatas pada taklik talak, perjanjian perkawinan hanya
diperuntukkan bagi pelaku perkawinan campuran, serta perjanjian perkawinan
hanya sarana untuk pemisahan harta perkawinan yang ketentuannya telah

dijelaskan dalam harta bersama. Sedangkan melalui sudut pandang Pejabat
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Notaris penyusun menjelaskan bahwa dalam hal pembuatan perjanjian
perkawinan Pejabat Notaris memiliki batasan-batasan tertentu dalam mekanisme
pembuatan perjanjian.

Bab keempat penyusun menjelaskan sikap masyarakat pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penjelasan ini mencakup
pencatatan perjanjian perkawinan melalui jenis perkawinan pasangan yaitu
pasangan yang baru menikah dan pasangan yang telah lama menikah dan masih
berlangsung hingga saat ini. Kemudian penjelasan tentang kasus-kasus pencatatan
perjanjian perkawinan dari jenis kewarganegaraan pasangan yang membuat
perjanjian perkawinan. Serta pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 kepada sikap masyarakat dalam praktik pencatatan perjanjian
perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi paparan kesimpulan dari

seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran baik dari peneliti, narasumber, dan

penguji.

28



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin

penting yaitu:

1.

Adapun praktik pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kota Yogyakarta tidak menunjukkan
angka signifikan bagi pencatatnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
praktik pencatatan perjanjian perkawinan masih sangat sedikit karena adanya
beberapa keyakinan yang melekat pada masyarakat. Keyakinan dimaksud
yang pertama, adalah adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai
perjanjian perkawinan. Kedua, adanya keyakinan bahwa perjanjian
perkawinan hanya diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran. Ketiga
yaitu adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta
perkawinan yang ditentang oleh kalangan masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat
mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah
digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi
kelahirannya menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak membuat mereka ingin membuat perjanjian
perkawinan. Keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan
yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman

bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga
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adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan
keberadaannya.

Saran-saran

Hakikatnya perjanjian perkawinan merupakan sarana bagi para pasangan
menikah yang tidak ingin harta pribadinya tercampur karena perkawinan.
Seiring berkembanganya zaman, perjanjian perkawinan tidak dapat
dipandang sebagai hal tabu yang semata-mata memisahkan harta dalam
perkawinan. Sebab adanya perjanjian perkawinan merupakan bentuk
kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Apabila disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang memicu
kebutuhan manusia, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi bagi
pasangan yang telah menikah atau akan menikah karena mengandung
kepastian bagi satu sama lain.

Hendaknya bagi para pemegang wewenang dalam hal perjanjian perkawinan
baik Pegawai Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris senantiasa membagikan
pengetahuan tentang perjanjian perkawinan terhadap masyarakat. Sebab
perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dapat menjadi acuan
bagi masing-masing pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan.
Kepada para pembaca dan teman-teman akademik, semoga karya tulis ini
dapat menjadi penambah wawasan dan mengembangkan pemikiran dalam
bidang hukum Islam khususnya Perkawinan. Semoga penelitian ini dapat

menjadi pembuka wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
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Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : LAILLYA BUANG LARA

NIM : 17203011020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
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Alamat Asal : Jalan Raya Dungus/09, Madiun
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berada di Kantor Urusan Agama Kotagede setelah terbituya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XTIT/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wh.

3idang Akademik

-

Tanda tangan diberi tugas

—k,

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)
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Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

PRAKTIK FENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
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Wassalamu’alaikum Wr. Whb.

a.n. Dekan,

{LALLYR BUVG LARN
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Yth. Hermastuti Dwi Cahyani, SH
1. Timoho No. 29F, Yogyakarta
Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XTII/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nania : LAILLYA BUANG LARA

NIM : 17203011020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : 4 (Empat)

Alamat Asal : Jalan Raya Dungus/09, Madiun

Alamat di Yogyakarta :Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang
berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer
69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

¥

I'embusan:
- Dekan (sebagai laporan)



“) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
(B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
—
DID Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281
Nomor : Br4oL /Un.02/DS.1/PG.00/ & /2019 14 Juni 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset
Kepada

Yth. Tri Agus Heryono, S.H.
J1. Nogorojo No. 3, Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XI11/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : LAILLYA BUANG LARA

NIM : 17203011020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : 4 (Empat)

Alamat Asal : Jalan Raya Dungus/09, Madiun

Alamat di Yogyakarta :Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang
berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XII1/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

ZFeranDekan
ZnTERSALL ,

W T guNAN \
S £

a‘*oovu.&& L Relksn
53 ;

Tanda tangan diberi tugas
=

Tembusan:
- Dekan (sebagai lanoran)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARP’AH DAN HUKUM

r“(\g_\é@ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

*
Dl‘ , Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281
Nomor B 90 /Un.02/DS.1/PG.00/ € /2019 14 Juni 201%
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hai : Permohonan Izin Riset
Kepada

Yth. Tri Wahyuni Herawati, S.H
J1. Sepakbola Blok A No. 1, Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XI11/2015

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Naina : LAILLYA BUANG LARA

NIM : 17203011020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester . 4 (Empat)

Alamat Asal : Jalan Raya Dungus/09, Madiun

Alamat di Yogyakarta :Jalan Cebongan Lor, Sleman, Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Mencari data-data terkait pencatat Perjanjian Perkawinan yang
berada di Kantor Pejabat Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 dan wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



DINDA KURNIA WUAYA, S.H., MKn.

NOTARIS

(Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
Nomor : AHU-00203.AH.02.01. TAHUN 2015 Tanggal 25 Maret 2015

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasiqnal)
Nomor : 313/KEP-400.20.3/X1/2017 Tanggal 02 November 2017

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

(SK. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia)
Nomor : 53/KEP/M.KUKM.2/V1/2017 Tanggal 05 Juni 2017

KOTA YOGYAKARTA

Kantor : Jalan Timoho Nomor 320 Kota Yogyakarta — Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./Fax : (0274) 2921896
Email : dnd_wijaya@yahoo.com

SALINAN

AKTA . PR RN TN T L 4 LA I A R C L TN v sasinesss

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

NOMOR S e Ty P (T AN U s o RS 2
TANGGAL it msniimiarmis v s e



DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA YOGYAKARTA |/
PERJANJIAN KAWIN

| Nomor : 07

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan April
tahun dua ribu sembilan belas (29-04-2019). ----————---
Pukul 17.15 WIB ( tujuh belas lewat lima belas menit )
Waktu Indonesia Barat. ———————————————mmmm e
Menghadap kepada Saya, DINDA KURNIA WIJAYA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Yogyakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris

kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir

1. Tuan RIKARDO PUTRO MUKTI WIBOWO, Sains Terapan
Pemerintahan, Master of Business Administration
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIKARDO PUTRO
MUKTI WIBOWO, S.STP, MBA), lahir di Gunung Kidul,
pada tanggal dua belas April tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh satu (12-04-1981), Warga Negara

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Jalan Semeru Nomor 8 Sedogan, Rukun. Tetangga
008, Rukun Warga 042, Kelurahan Sinduharjo, ---——---
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3403011204810002,
yang pada saat ini sedang berada di Kota --——--——--

Yougakarlal, crs e S e




DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

—---- TIDAK TERDAPAT PERCAMPURAN/PEMILIKAN BERSAMA —-----

———————————————————— HARTA KEKAYAAN -

Antara Para Pihak tidak akan ada percampuran harta ----
benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik ------
pesekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan
untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan ---—--—--—-—-

pendapatan. ————————m e

2.1l.-Masing-masing Para Pihak akan tetap memiliki —--—---

sendiri : ——————m—mmmm e

(i) harta kekayaan berupa apapun (baik berupa --
barang bergerak atau barang tidak bergerak-
maupun barang berwujud atau tidak berwujud)
dan di manapun letaknya yang dimiliki -----
masing-masing pada waktu sebelum perkawinan
diigfogiRgkan; ——————-FE- ————————————— ===
|(ii) hasil/pendapatan berupa apapun yang --——-—--—-

diperoleh dari harta kekayaan tersebut, --—-

|(iii) barang yang menjadi pengganti barang yang —-—
termasuk dalam harta kekayaan masing- -—-—-——

masing. ————————smm

|2.2.-Demikian pula, harta kekayaan berupa apapun dan di

LEEEEEEE__i?taknya yang diperoleh Pihak Pertama



DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., Wi.Kn.

" NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

- Masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua ----—----
mempertahankan dan tetap berhak untuk sendiri, tanpa
perlu bantuan atau persetujuan dari siapapun (pihak
lain) dalam mengurus/mengelola, menjual, mengalihkan --
hak atau menjaminkan/mengagunkan atau melakukan ----
tindakan kepemilikan lainnya atas harta kekayaan milik
masing-masing dan berhak atas, dan mempergunakan dengan
bebas, semua hasil dan pendapatan yang diperoleh dari
harta kekayaan milik masing-masing, baik yang dimiliki
sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan
dilangsungkan. R R e e e e T

——————————————————————— T R e S

BIAYA RUMAH TANGGA ——=—=—=—==——=========

- Semua pengeluaran untuk keperluan rumah tangga,
biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang akan dilahirkan dari perkawinan Para Pihak,
serta pengeluaran dan beban lain yang terjadi karena
perkawinan untuk seluruhnya adalah semata-mata
tanggungan dari Pihak Pertama dan harus aipikul dan
dibayarnya dan untuk maksud itu Pihak Kedua tidak

o i B i e =

| - Pengeluaran-pengeluaran biasa dan sehari-sehari untuk
keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pihak

Kedua dianggap dilakukan dengan persetujuan Pihak




NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

.

tersebut bertempat tinggal pada waktu pernikahan
berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan
menurut hukum, akan dianggap kepunyaan Pihak

Pertama dan Pihak Kedua masing-masing untuk bagian

- Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap Pihak
Pertama dan Pihak Kedua terhitung sejak tanggal
dilangsungkannya pernikahan menurut hukum antara Pihak
Rertama idan Pihak Kedigalsam e ——— e i
—————————————————————— RO K, o i e i e s e

—————————————————— DOMISILI HUKUM -

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta —--————-
-pelaksanaannya, kedua belah pihak menerangkan memilih
tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor ---—-—-——--
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. —-—-—---—-
-: Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris,
juga menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -—-
identitas para penghadap sesuai tanda tangan‘pengenal =
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para

‘penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -

———————————————— DEMIKIANLAH AKTA INI -

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda --——-—-——-——-

S



DINDA KURNIA WIJAYA, S.H., M.Kn.
., + NOTARIS KOTA YOGYAKARTA

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --——=—-——————————-
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan -----
SEMPUTNa: ——mr—romr e e e T e e

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —-—-—--=---
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REPUBLIK INDONESIA

ARKTA NIKAH

B

Nomor Akta’

Nomor Pemeriksaan

Kecamatan

Kabupaten/Kota A 3 YOGYAKARTA




“'Pada hari ini ........ SABTU.. 5ok tanggal ....... tahun . Masehi,
telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut: 5 ’
Pada hari ........ SABTU tanggal 2 bulan 3 S L S | SR Masehi,
bertepatan dengan tanggal ........ : [ [ TET R % S T S — tahun ...... 144Q........... Hijriyah, telah dilangsungkan

akad nikah antara:

I. SUAMI

1. Nama lengkap - KYM ANTHONY. NORTH. ~-—
Tempat dan tanggal lahir WNUU,AUSTRAUAW.SE P“.IENBEMM.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) PA7308523...
Kewarganegaraan
Agama -
Pekerjaan
Alamat tempat tinggal

NouEwe

U

Orang tua / Ayah kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

Rmo Qoo on

o

. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d. Kewarganegaraan
€,
f.
8

..BARBARA ANNE SMITH NORTH. .
MELBOURNE, AUSTRALIA, 08 ME!.1843

. Agama
. Pekerjaan
. Alamat tempat tinggal

10. Status perkawinan e CERAI HIDUP. (perjaka/duda/benslrl)
Jika duda / bercerai, bekas istri = 7 e a
Nama ;.
. Alamat tempat tinggal
. Bukti cerai berupa
1) Instansi
2) Nomor
3) Tanggal
(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri Iamnya ditulis dulam lembar terpisah)
. Jika beristri
a. Istri-istri
1) Istri ke I o
a) Nama 2
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
2) Istri ke I
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
3) Istri ke I1I
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
b, Izin Pengadilan Agama
Kabupaten/Kota
Nomor
Tanggal 3
12. Pernikahan ke ‘... 8. N8
13. Adakah Hubungan nasab, radla’ah atau mushaharah (semenda) antara calon istri dengan
MDiakendri WA WME W BN JRARARAR. By ... 10 B.... W
b. Bekas istri : IDAK ADA .. Jika ada, bekas Istri ke .
c. Istri/Istri-istri S DAK.ADA.... Jika ada, Istri ke ... n
14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri : 0,
Tanggal persetujuan istri/istri-istri
15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat
16. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal
17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan
b. Nomor
c. Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Tanggal surat

ogp




1L

ISTRI
1. Nama lengkap ESTI'ANGGRAENI

- SLEMAN, 06 NOVEMBER 1979 -
790008

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Nouwswe

o

Orang tua / Ayah kandung

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Emepeop

9. Orang tua/ Ibu kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nemor Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

"o oo o

10. Status sebelum nikah
Jika janda
a. Nama bekas suami
b. Tempat tinggal bekas suami
c. Bukti cerai berupa
1) Instansi ' 1 ......PENCATATAN SIPIL ..
2) Nomor : -3404-CR-22012018-000:

3) Tanggal P 20183122 e
(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami Iamnya dmzlls dalam lembar terpisah)
11. Pemikahanke =~ . 2 R oo O o UL . oo ovisma s e S SRR NSNS SR SRR

12. Adakah hubungan nasab, radla’ah atau mus‘haharah (semenda) antara dia sendiri dengan :
a) Calon suami 3 TIDAKADA ..
b) Bekas istri calon suami : TIDAK'ADA..
¢) Istri atau istri-istri calon suami EI PR 3 S VI
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri
a) Pejabat pemberi izin
b) Nomor
c) Tanggal surat
14. Jika yang bersangkutan WNA
a) Instansi pemberi keterangan
b) Nomor
c) Tanggal surat ..
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun .
a) Izin Pengadilan g
b) Nomor :
¢) Tanggal surat
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a) Nama wali yang memberi izin
b) Hubungan keluarga
c) Tanggal surat

WALI NIKAH
Status wali g ,& 1% A4 EC BTN/ (nasab/hakim)

Hubungan wali )
Sebab menjadi wali “TIDAK MEMPUNYA} WALI NASAB
};_ama lengkap -HANDDRI-KUSUMA; S.:AG:; M.
in
Tempat dan tanggal lahir I
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan
Agama ?
. Pekerjaan
. Alamat tempat tinggal

CoYXNAL AW~

‘WAKIL WALI NIKAH
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakllkan) —_—
1. Nama lengkap z
~~“Tempat dan tanggal lahir
Nomor Induk Kependudukan (NIK}
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan |
Alamat tempat tinggal

STEY R o

Tanggal surat kuasa * -~ .. ¥
Pejabat KUA yang meng’esahkan

©»

z
E
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REPUBLIX INDONESIA

"AKTA NIEKAH

RTINS 0104 /044 [ N1 2009 :
———— . TUE T TN N

Kecamatan

Kabupaten/Kota 7 i YOGYAKARTA ...................................................................
D.l. YOGYAKARTA

Provinsi g & e TR e R S e Y

Perwakilan RI e e




tahun .....2019 Masehi, 0

Pada hari ini ....... MINGGY tanggal ......14 bulan .. R s taRN RS

telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut: .

Pada hari INGGU tanggal bulan ... APRIL tahun ..... 2018 Masehi,
8 bulan ....... SYABAN tahun ..... 1440 Hijriyah, telah dilangsungkan

bertepatan dengan tanggal
akad nikah antara:

I. SUAMI
1. Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kepe: 1indukan (NIK)
Kewarganegaraan
Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinge (!

N AL

LLAM THANJAVUR INDIA

®

Orang tua ' Ayah kandune
. Nama i ap

. Tempat Jan tangga! 1!
. Nomor Induk
. Kewarganegaraan

HABIB RAHMAN -—

cnkan (NIK)

m oo oo os

. Alamat tempat tingga!

o

. Orang tua / 1bu kanduny

Nama lengkap

Tempat dan tanggal latir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

...(perjaka/duda/beristr:

)

=)

. Status perkawinan
Jika duda / bercerai, bekas istri
a. Nama
b. Alamat tempat tinggal
<. Bukti cerai berupa
1) Instansi
2) Nomor
3) Tanggal
(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri
. Jika beristri
a. Istri-istri
1) Istri ke I —_—
a) Nama ¢
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
2) Istri ke IT
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
3) Istri ke I
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
b. Izin Pengadilan Agama
Kabupaten/Kota
Nomor
Tanggal
12. Pernikahan ke d
13. Adakah Hubungan nasab, radla ‘ah atau mushahara
a. Dia sendiri 3
b. Bekas istri
¢, Istri/lstri-istri
14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri -~
Tanggal persetujuan istri/istri-istri
15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat
16. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal
17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan
b. Nomor
c. Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Tanggal surat

ngan :

(ada/tidak ada)

Jika ada, bekas Istri ke
Jika ada, Istri ke ......-.....




1L

ISTRI

L

11.
12

Nouswn'

. Status sebelum nikah

. Jika calon istri anggota TNI/Polri

. Jika yang bersangkutan WNA

. Jika belum mencapai umur 16 tahun

. Jika belum mencapai umur 21 tahun

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Orang tua / Ayah kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

@Hhe oo o

Orang tua / Ibu kandung

Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama L
Pekerjaan MENGURUS.RUMAH TANGGA .

g. Alamat tempat tinggal POGUNG LOR RT 8.RW.47 SINRUADI MLAT) SLEMAN

"o a0 op

Jika janda : INDRA WELYANTO, SE -—
a. Nama bekas suami " 4
b. Tempat tinggal bekas suami
c. Bukti cerai berupa
1) Instansi
2) Nomor i
3) Tanggal
(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami Iamnya ditulis dalam lembar terpisah)
Pernikahan ke B2 o A B ... T
Adakah hubungan nasab, radla’ah atau mushaharah (semenda) antara dia sendiri dengan :
a) Calon suami TIDAK AD,
b) Bekas istri calon suami .
¢) Istri atau istri-istri calon suami i

a) Pejabat pemberi izin
b) Nomor
c) Tanggal surat

a) Instansi pemberi keterangan
b) Nomor
c) Tanggal surat

a) Izin Pengadilan
b) Nomor
¢) Tanggal surat

a) Nama wali yang memberi izin
b) Hubungan keluarga
¢) Tanggal surat

1L

=

WALI NIKAH

FOPXAAL LN~

. Pekerjaan
. Alamat tempat tinggal

Status wali
Hubungan wali
Sebab menjadi wali
Nama lengkap

Bin

Tempat dan tanggal lahir
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

WAKIL WALI NIKAH
(D1 isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

© 0

NousLN-

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Tanggal surat kuasa s
Pejabat KUA yang mengesahkan
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Pada hari ini tanggal .

FEERUARI 2019

tahun

Masehi,

telah dilakukan {8M4Ratan nikah sebagai berikut:07
Pada hari tanggal

FEBRUARI 2019

AUMABiLan Masehi,

bertepatan dengan tanggal bulan

tahun Hijriyah, telah dilangsungkan

akad nikah antara:

1. SUAMI
1. Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan
Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

NN

o

Orang tua / Ayah kandung

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NTK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

| e a0 o P

o

Orang tua / Tbu kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

mHo o op

. Status perkawinan
Jika duda / bercerai, bekas istri
a. Nama
b. Alamat tempat tinggal
. Bukti cerai berupa
1) Instansi
2) Nomor
3) Tanggal

o

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri ‘/ainnya ditulis dalam lembar terpisah)

. Jika beristri
a. Istri-istri
1) Istri ke I
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
2) Istri ke II
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
3) Istri ke TIT
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah dari
Nomor
Tanggal
b. Izin Pengadilan Agama
Kabupaten/Kota
Nomor
Tanggal
Pernikahan ke
Adakah Hubungan nasab,
a. Dia sendiri
b. Bekas istri
c. Istri/Istri-istri
. Adakah Persetujuan istri/istri-istri
Tanggal persetujuan istri/istri-istri
. Jika calon suami anggota TNI/Polri
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat
. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal
. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan
b. Nomor
c. Tanggal surat
. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Tanggal surat

12
i35

radla’ah atau mushahar.%ﬁga;) antara calon istri dengan :

METIN ERBEK ——

OLE KOYU.NQ 7.1 KARI NO- 1 CANCANAKALE -

ISMAIL ~——
* ... GOLE, TURKI; 20 JUNI-1963 -

CEMILE -—
: ... DEREICEDIT,. TURKY, 01. APRIL.1068 ..
TURKI.

Jika ada, bekas Istri ke
Jika ada, Istri ke
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11.
12,

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Orang tua / Ayah kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

mo e o

™=

Orang tua / Ibu kandung

. Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

mepo o

. Status sebelum nikah
Jika janda
a. Nama bekas suami
b. Tempat tinggal bekas suami
c. Bukti cerai berupa

1) Instansi
2) Nomor
3) Tanggal

... DWI.OKTAVIANI.

.. AL.SOROGENEN.NQ.41. RT 37. W 15 SQROSUTAN.UMBULHARIQ KOTA
S (.7 1 SR S e e

: ... HERLSUWANTQ ===..........cooeen.
: ....YOGYAKARTA, 18 SEPTEMBER.1961.
... 3471131809610001.

LAM. ..
.BURUH HARIAN LEPAS.
L.SOROGENEN.NO 4
YOGYAKARTA

" 37.RW 15 SOROSUTAN UMBULHARIO KOTA

. .34.7 1137005680001.
DAL

3 ."JSLAM...

: ... MENGURLS RUMAH.TANGGA. ...
. ALSOROGENEN.NO 41 RT 37. RW 15.

(perawan/janda)

(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami Iamnya ditulis dalam lembar terpisah)
Pernikahan ke
Adakah hubungan nasab, radla’ah atau mushahamh {semenda) antara dia sendiri dengan :
a) Calon suami DAK ADA
b) Bekas istri calon suami
c) Istri atau istri-istri calon suami
. Jika calon istri anggota TNI/Polri

a) Pejabat pemberi izin

b) Nomor

¢) Tanggal surat
. Jika yang bersangkutan WNA

a) Instansi pemberi keterangan

b) Nomor

c) Tanggal surat
. Jika belum mencapai umur 16 tahun

a) Izin Pengadilan

b) Nomor

¢) Tanggal surat
. Jika belum mencapai umur 21 tahun

a) Nama wali yang memberi izin

b) Hubungan keluarga

¢) Tanggal surat

i

=

WALI NIKAH

RS 0o RS gD

Status wali
Hubungan wali
Sebab menjadi wali

Nama lengkap

Bin

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependuduk in (NIK)

Kewarganegaraan
Agama

. Pekerjaan
. Alamat tempat tinggal

. NAsaB
- AYAH KANDURG

. (nasab/hakim)

. " "HERI SUW)
***CIPTO SUTARJO AL SUTAR'

* - YOGYAKARTA, 18'SEPTEMBER 1961
¢ -+ 3471131808610001"
b {SLAM
‘- BURUM HARIAN LEPAS
- $: SOROGENEN NO 41 RT 37 RW 15 SOROSUTAN KO

WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

© o

Mgy B

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir .
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Tanggal surat kuasa
Pejabat KUA yang mengesahkan
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